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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr., Wb.

Alhamdulillahirobbil ’alamin. Segala puji bagi Allah,
yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhitung,
kesempatan dan kekuatan sehingga buku ini dapat terbit dan
sampai di hadapan sidang pembaca yang budiman.

Pemikiran mengenai negara hukum di Barat dimulai
sejak Plato dengan lonsepnya “Bahwa penyelenggara negara
yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum)
yang baik, yang disebut dengan istilah “Nomoi”. Pemikiran
tentang negara hukum terus berkembang dengan munculnya
konsep-konsep dari para ahli yang muncul kemudian, dengan
berbagai sudut pandangnya.

Dalam negara hukum dikandung pengertian bahwa
negara juga termasuk di dalamnya pemerintahan dan
lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan-
tindakan apapun, harus dilandasi oleh peraturan hukum atau
harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Tekanan
pada hukum di sini dihadapkan pada kekuasaan.

Negara modern tidak dapat dipertahankan sebagai unit
yang efisien tanpa membangun pranata-pranata dan jabatan-
jabatan, termasuk pranata perwakilan. Pokok-pokok
pengaturan tentang penataan pembentukan dan penataan

Sri Kusriyah, S.H, M.Hum , . iii



Negara Hukum dan Konstitusi

jabatan-jabatan ini dalam organisasi negara dirumuskan
dalam kaidah dasar yang disebut Undang-Undang Dasar atau
Konstitusi. Konstitusi digunakan dalam dua pengertian yakni
konstitusi dalam arti abstrak dan dalam arti kongkrit. Yang
‘dimaksud dengan konstitusi abstrak adalah sistem hukum,
kebiasaan dan konvensi yang menetapkan susunan dan
wewenang alat perlengkapan negara dan dan mengatur
hubungan alat perlengkapan negara itu satu dengan yang lain
dan dengan warga negara. Sedangkan konstitusi dalam arti
kongkrit adalah dokumen yang berisi hukum konstitusi yang
sangat penting yang ditetapkan secara resmi. Konstitusi
dalam arti kongkrit itu juga disebut undang-undang dasar
(UUD).

Buku kecil ini akan membahas beberapa hal yang
berkaitan dengan pemikiran tentang negara hukum kaitannya
dengan konstitusi, serta diakhiri dengan studi yang lebih pada
tataran implementatif dari negara hukum Indonesia, yakni
peran Pancasila dalam proses pembuatan peraturan
perundang-undangan.

Buku ini disadari tentu banyak kekuarangan, namun
harapan penulis Semoga buku ini dapat memberikan nilai
guna dan manfaat dan bahan diskusi dalam pengembangan
ilmu hukum.

iv Sri Kusriyah, S.H, MHum



Negara Hukum dan Konstitusi

Kami mohon kritik dan saran pembaca kami harapkan
demi perbaikan buku ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, September 2011
Penulis

Sri Kusriyah

Sri Kusriyah, S.H,, M.Hum
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